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BUPATIBONE 
PERATURAN BUPATI BONE 

NO MOR I :l. TA.ft UH � Ol'f 

TENTAIJ'G 

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE, 

Menimbang a. oahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian 
Negara/ Daerah yang disebabkan oleh tindakan mclawan 
hukum atau kelalaian seseorang, perlu Pedoman Tindak 
Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indor.esia Pada Pemerintah Kabupaten Bone; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan da n 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan has il 
pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaa n kinerja 
dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertenru, 
disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia kepada Bupati Bone, sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

I 
., I 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Tindak Lanjui 
Hasil Pcmeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Bone; 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 · Tahun 1959 tentar.g 
Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l.cmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun .I 959 Nomor 74, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne mor 
1822); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 · tentang ".,' 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bcbas dari · t 

':/ 
t 



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

e. 
'\- ", ce- 

--�- . .-'' 

tentang 
Republik 

32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara 

Undang-undang Nomor 
Pemerintahan Daerah 

Uri i:=mg-undang _ijomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbarari 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor l'.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14_0, Trunbahan Lembarari 
Negara Republik In Ionesia Nornor 4578); 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4438); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

5. 

4. 

8. 

9. 

7. 

6. 

v 
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10. Peiaturan Pemerintah No:rnor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

· T'ahun 2007 N.omor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Pt raturan Daerah Kabupaten Bone Nornor 1 Tahuri 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pernerintah Kabupaten Bone; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nornor 2 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuill?-gan Daera.i 
Kabupaten Bone; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nornor 17 Tahun 200'3 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekret ariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bone; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Pernerintah Kabupaten Bone sebagairnana .telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2-3 
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah Pemerintah 
Kabupaten Bone; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Pernerintah Kabupaten Bone; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor L.0 Tahun 200B 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pernerintah 
Kabupaten Bone; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TIHDAK LANJUT 
HASII, PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEU.1\NGAN 
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
BONE 
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'BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, 
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

1 l. Tindak Lanjut Hasil .Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. 

12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone 
yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh 
Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI. '\ 

' 

LHP adalah Laporan Hasil 
Sulawesi Selatan. 

10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang · disebut 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. 

.' \,,__.,, 3. Bupati adalah Bupati Bone. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau 

sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
. penyelenggara pemerintah daerah. 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bone. 
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bone. 
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupa,ten Bone. 
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK 

RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pcrwakilan 

;,, '\ 
�,�� 

; -\-·i 

BAB II 
MAKSUD D� TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP 1.ni adalah untuk memberikan acuan bagi 
Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK RI. 

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap basil 
pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabcl, 
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meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan 
TLHP BPK RI. 

BAB Ill 
RUANG UNGKUP 

Pasal 4 
Ruang linqkur;, Pedoman TLHP ini mencekuo r;,elaksanaan .. r;,emantauan dan oelaooran 
TLHP BPK RI, meliputi : 
a. Pemeriksaan Keuangan; 
b. Pemeriksaan Kinerja; dan 
c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

BABIV 
SISTEMATIKA 

PasalS 
(1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi .: 

a. Pendahuluan; 
b. Maksud dan Tujuan; 
c. Ruang Lingkup; 
d. TLHP BPK RI; 
e. Tim TLHP BPK RI; 
f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI; dan 
g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI. 

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terc:antum dalam Lampiran I, II, III, N yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 
Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan kepada APBD 
Kabupaten Bone. 

Pasal7 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati 1rn sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggungjawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan 
peraturan nerundanq-undanqan, 

Pasal8 
Dengan lberlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 di 
cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

. I 
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Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang 
diperlukan, sehingga laporan 'ceuangan yang telah diperiksa mernuat 
koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD. 

Pemerintah Daerah wajib menindak lanjuti rekomendasi BPK RI, 
dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang 
dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Tanggapan 

· dimaksud disertakan dalarn LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD. 
Atas dasar tersebut, perlu disusun Pedoman Dalam Pelaksanaan 

�:-1dak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan 
TLHP BPK RI. 

II. MAKSUD DAN TTJJUAN 

Maksud Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada 
Pemerintah Kabupaten Bone adalah · untuk memberikan acuan bagi 
Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. 

Tujuan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada 
Pemerintah Kabupaten Bone adalah untuk menindaklanjuti hasil 
pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel yang meliputi 
koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pel.aporan TLHP 
BPK RI. 

Ill. RUA�G LINGKUP 

Ruang lingkup pedoman TLHP BPK RI pada Pernerintah 
Kabupaten Bone mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan 
TLHP BPK RI, yaitu : 
1. Pemeriksaan Keuangan 

(Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI akan menghasilkan 
opini) 

2. Pemeriksaan Kinerja 
(Laporan Hasil Perneriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan 
temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan 

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 
[Laporan Hasil Pemeriksaar. dengan tujuan tertentu BPK RI akan 
rnenghasilkan kesimpulan). 

IV. TINDAK LANJUTHASIL PEMERIKSAAN BPK RI 

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang disarnpaikan kepada 
Bupati dan DPRD dengan tembusan kepada Inspektorat, untuk 
selanjutnya Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindak lanj uti 
LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari 
setelah LHP diteima, sesuai ketentuan peraturan perundang--undangan. 

V. TIM TLHP BPK RI 

Untuk melakeanakan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone 
dalam menindaklaniuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada 
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Pernerintah Kabupaten Bone, yang tidak dimintakan penjelasan dan/ atau 
tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Ka bupaten Bone BPK 
RI, dibentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabup aten Bone. 

Adapun susunan personalia Tim TLHP BPK RI terdiri dari : 
1. Wakil Bupati Bone selaku Penanggungjawab; 
2. Inspektur Kabupaten Bone selaku Sekretaris; 
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku Anggota 

yang menjadi obyek pemeriksaan BPK RI. 

Tim TLHP BPK RI mernpunyai tugas : 
1. Penanggungjawab : 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK RI; 

b. Melaporkan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Perneriksaan BP�( RI 
kepa da Bupati Bone; dan 

c. Menyampe ilcan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
RI kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bone. 

2. Sekretaris : 
a. Mempelajari dan mengidentifikasikan kondisi, kriteria, dan 

rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan 
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sebagai Anggota Tim; 

b. Menyusun/ membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil 
Perneriksaan BPK RI; 

c. Mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil 
Perneriksaan BPK RI dan membuat kesepakatan waktu 
rncnyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dalam waktu 
60 (enam puluh) hari kalender dengan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/ Anggota Tim; dan 

d. Melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Bone dalam 
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI. 

3. Anggota Tim: 
a. Melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian Tindak 

Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, 
dan rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretaris; dan 

b. Menindaklanjuti dengan membuat/ melengkapi/ 
mempertanggungjawabkan dan/ a tau menyetor uang ke Kas daerah 
dan/ atau Kas Negara sesuai dengan rekornendasi BPK RI; 

-f 

VI. PELAPORAN TLHP BPK RI 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menindaklanjuti 
temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan dan tindak lanjut LHP 
kcpada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Pcnmdang 

., 

. ::;:};- 
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Undangan, sedangkan tembusannya disarnpaikan kepada Bupati melalui 
Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK RI. 

Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan 
hasil kerja tim kepada Bupati Bone dan DPRD Kabupaten Bone paling 
sedikit tiap 6 (enam) buian. 

,... 

'. 'i :; .. 
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PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAd 
KABUPATEN BONE 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERil{SAAN 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

I 
ANGGOTA (DPRD) 

SEKRETARIS 
(INSPEKTUR) 

PENANGGUNG 
JAWAB 

(WABUP) 
BUPATI DPRD 

BPKRI 
PERWAKILAN 

SUL-SEL 

I 
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i 
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I ' 

Hasil TLHP 

BPK RI 

Disampaika�epadJ J 
t 

laporan J Hasil 
Pemeriksaan 

»>: 
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Hasil TLHP 

BPK RI 

I I ! 
i 
I 
I 

____ ____,I 

- Disampaikan Kepada 

... 
La po ran 

Hasil 
Pemeriksaan 

- L------- 

I 
::1 11--�r Laporan I 
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Mengkoordinasi l 
kan pelaksanaan • 
tugas dan fungsi 

Tim TLHP BPK Ri 

Tid,k G 
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Hasil TLHP BPK 

Rlkepada 

fl11pati untuk 
d!sampaikan 

kepada RPK RI I 
I··-. -· ···----····--·-·- 

.-------1--Tembusan LHP disampaikan kepada 

Kons_ultas> · 

_ 
dengan 

BPK RI 

Membuat 

Rencana Aksi 

Tindak lanjut LHP 

BPK q1 {TLHP BPK- 

RI) 

Mensnsialisasikan 

kurung waktu E.iO 
rari kalender 

Rr.ncana Aksi TLHP 

l BPK RI dan membuat 
waktu penyele:;aian 
..,.LHP BPK RI dalam 

I 

Ya 

• .. Melakukan 

koordinasi 

dengan DPRD � 
dalam 

menindaklanj, rti 

hasil pengawasan 

BPK RI . 

Tl.HP BPK RI 

I 
Hasil Koordinasi 

dengan DPRD 
·--·- I 

»>: I 
I 

.... 

Melaporkan hasil 

TLHP kepada BPK RI 

dan OPRD melalui 

Penanggung jawab 

dan Sekretaris Tim 
TLHP BPK RI 

Menindaklanj� 

dengan membuat/ - 

�- - l 

�;.HP 
BPK RI hasil 

oordinasi dengan 

PRO --- 
! 

melengkapi 

mempertanggung 

jawabkan dan/ atau 

kas Negara sesuai 

·ckomendasi BPK RI 
"--- 

tugasnya 

I J. 

Melaksanakan 

kesernpatan 

mengenai waktu 

penyelesaian TLHP 

BPK RI dan 

mempelajari kondisi, 

kriteria, dan 

rekomendasi yang 
telah dlsampalkan 

"---- I\._ o'eh �ekretaris 

sesuai bidang 

i 

Q Laporan Hasil 

Pemeriksaan 

+ 
I\ J Menerima Bahan Mempelajari dan 

� '-- Mengindentifikasi TLHP �· kondisi, kriteria, 
i dan rekomendasi 

Bahan TLHP atas LHP BPK RI 
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LAMPIRAN III: 
PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR � TAHUN 
TENTANG PEDOMAN TINDAK LAN .... -UT HASIL 
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN BONE 

STAl\.'DAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT R\SIL PEMERIKSAAN 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA 

P.EMERINTAH KABUPATEN BONE 

I 

I 

) 
I 

hari 

.iari 

hari l 
.iari -i 

·------�J I 

e-nyelesaian Sejak I·" 
Diterima 
iya 2 bulan 
rim a Laporan 

ari Pemerintah 

-·--····-·· ·- ·- ·- ·-··- ·---· ------! 

hori I : 
--------, .. I 

hari ! :\\ I 

J I 

hari _J �'. I 

hari . I :':�;� ; I 

---------- ·.�\ 
. ' 

1 
-l 

.iari I 
-·--·--··---·--·_; 

- 
No. Prosedur Jangka Waktu P 

Derkas 
1 BPK RI menyampaikan La po ran H&sil Pemeriksaan Selambat-lambatr � 

kepada DPRD Kabupaten Bone dan Bupati Bone dengan setelah mene 
tembusan kepada Inspektur KabupatenBone Keuangan d 

Kabupaten Bone 
2 Sekretaris mempelajari dan mengindentifikasi kondisi, 

5 
... kriteria, dan rekomendas i atas LHP BPK RI 

-·· .. 3 Sekretaris membuat Rencana Aksi TLHP BPK RI (TLHP 
,../ 5 1 BPK RI) 

tl Sekretans mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK 
RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP 5 1 
BPK Pl daiam kurun waktu 60 hari kalender 

·- 
5 Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan 

mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan I 
mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang 10 
tel ah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bi dang 
tugasnya 

6 Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK 
5 l 

RI yang tel ah dilaksanakan sc bagai bah an laporan 
--·- 

7 Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD 
Ka bu paten Bone dalam menindaklanju ti hasil ·st 
pem eriksaan BPK RI 

--·----------------·---- -----·- ----·------· 
8 Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dcngan membuat/ 

� 
melengkapi / mempertanggungjawabkan dan/ a tau 

15 
. menyetor uang ke Kas Daerah dan/ a tau Kas Negara 
sesuai dengan rekomendasi UPK RI 

9 Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK 
RI dan DPRD Kabupaten Bone melalui 5 
Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI 

10 Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI 
kepada Bupati Bone untuk disampaikan kepada BPK RI 5 
dan DPRD Kabupaten Bone 

Jumlah 60 

I \._, 



LAMPIRAN IV : 
PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR TAHUN 
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANG 
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN BONE 

l 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TI�l).,� .. T{ LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PE�ERl�!TAH KABUPATEN BONE 

I 
) ! 

I 
PROSED UR I BPK RI 

I 
DPRD BUPATI 

BUPATI INSPEKORAT SKPD 

JANGKA WAKT1 
PENYELESAIAN SE 

BEPj{AS DIT� 

W;JCI!,; 
I 

SE:::O<ETARIS/ ANGGOTA/ 

i Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD 
i . 

i Kabupaten Bone clan Bupati Bone dengan tembusan 
i 
1 kepada lnspektur Kabupaten Bone 

; Mengkoordinasikan Togas dan Fungsi Tim TLHP BPK-RI 

[ Mempelajari dan mengindentifikasi kondisi, kriteria, dan 
'. rekomendasi atas LHP BPK RI 

Membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI 

1 Mensosialisasikan Rencana -Aksi TLHP BPK RI dan 
membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK 
RI dalam kurun waktu 60 hari kalender 

..J ..J ..J ' .J 
I 

1 � I 

" 
'1 
� 

L -v 

../ 

Selambat-lambatnya 
bulan setelah mer: 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten 

5 Hari 

5 Hari 

5 Hari 

' ----------------'-·-------------·-----+------+-----+-----------+- . ; Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan • I 

rnengenai waktu penyelesaian TLHP BPI( RI dan I I I 
rnempelajari koridisi, kriteria, clan rekomendasi yang i I 

1. 

tclah disarnpaikan oleh 81"kretaris sesuai bidarig 
I I 

'1• 

: rugasnya I I ! 

_,__ i 
__ L_i_ '_ _ _ __ _,__ __ --L- 1 _ 

10 Hari 

1 

I 

i _____ J, _ 

.c ( ( 



�kret�s berkonsultasi dengan BP� RI atae TLHP BPK I , " · 
iyang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan 
ekretaris melakukan koorclinasi dengan DPRD 
abupaten Bone dalam menindaklanjuti basil 
!meriksaan BPK RI 

aggota Tim TLHP menir.daklanjuti dengan membuat/ 
elengkapi/ mempertanggungjawabkan dan/ atau 
enyetor uang ke Kas Daerah dan/ atau Kas Negara 
·suai dengan rekomendasi BPK RI 

1ggota Tim TLHP melaporkan 'hasil TLHP kepada BPK 
dan DPRD Kabupaten Bone melalui 

.nanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI 

5 Hari 

5 Hari 

15 Hari 

5 Hari 

.nanggungjawab melaporkan basil TLHP BPK RI 

pada Bupati Bone untuk disampaikan kepada 9PK RI 
.n DPRD Kabupaten Bone 

5 HariJ 

JUMLAH 60 Harl 
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BON-E, 

SAR M. PADJALANGI 

( j 
.. ·,...,.",,. 

( 
-----.--:J 




